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BAB II 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN MENGENAI PERJANJIAN SEWA 
MENYEWA DAN PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK 
 
 
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 
1. Istilah dan Pengertian Perjanjian 
Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan 
dari kata “overkomst” dalam Bahasa Belanda atau istilah “agreement” dalam 
Bahasa Inggris. Jadi istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah 
“hukum perikatan”. Karena, dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai 
semua ikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi 
termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun 
perikatan yang terbit dari perjanjian. Istilah hukum perjanjian dalam Bahasa 
Inggris disebut dengan istilah “contract,” yang dalam praktik sering dianggap 
sama dengan istilah “perjanjian”.1 
Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Namun dalam 
perkembangannya pengertian perjanjian pada Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ini terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang 
dikemukakan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul 
                                                     
1 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 179 
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hukum perikatan, ia mengatakan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata kurang memuaskan karena ada kelemahannya, yaitu : 
1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dapat dilihat dari rumusan “satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 
Kata “mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan 
“kedua pihak saling mengikatkan diri” dengan demikian terlihat adanya 
konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik. 
2. Kata perbuatan “mencakup” juga tanpa consensus. Pengertian “perbuatan” 
termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan 
melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya 
digunakan kata “persetujuan”. 
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini disebabkan mencakup janji 
kawin (yang diatur dalam hukum keluarga), padahal yang diatur adalah 
hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. 
4. Tanpa menyebutkan tujuan. Rumusan Pasal 1313 BW tidak disebut tujuan 
diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak 
jelas untuk maksud apa. 
Selain itu, menurut R. Setiawan di dalam bukunya Pokok-Pokok 
Hukum Perikatan ia menyatakan bahwa rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ini tidak begitu lengkap karena hanya menyebutkan 
persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya 
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perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan 
melawan hukum.2 
Oleh karena adanya kelemahan-kelemahan yang dianggap terdapat 
didalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka 
para sarjana hukum atau ahli hukum memberikan definisi mengenai 
perjanjian adalah sebagai berikut: 
Menurut R. Setiawan, persetujuan atau perjanjian adalah perbuatan 
hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.3 
 Menurut Sudikno Martokusumo, mengartikan perjanjian, yaitu suatu 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 
diantara dua orang atau untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang 
diperkenankan oleh Undang-Undang.4 
 Menurut Wierjono Rodjodikoro, mengartikan perjanjian, yaitu suatu 
perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana 
satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau 
untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk 
menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.5 
                                                     
2 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, hlm.49  
3 Ibid.  
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 148.   
5  Wirjono Rodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Mazdar Madju, Bandung, 2002, 
hlm. 4.  
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2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 
Suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah dan mengikat apabila 
memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
diantaranya adalah: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
c. Suatu hal terntentu; dan  
d. Suatu sebab yang halal.  
Keempat syarat tersebut dapat pula disingkat dengan sepakat, cakap, 
hal tertentu dan sebab yang halal. Untuk sahnya suatu perjanjian, harus 
dipenuhi keempar syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat 
bahkan semua syarat tidak di penuhi, maka perjanjian itu tidak sah.6 
Dibawah ini akan diuraikan secara garis besar satu-persatu keempat 
syarat sahnya perjanjian itu : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Menurut Badrilzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai 
penyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak.7 Dalam 
mengadakan suatu perjanjian, kesepakatan merupakan hal yang sangat 
                                                     
6 I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P., 2010, Implementasi Ketentuan-
Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Udayan University Press, Denpasar, 
h. 51 
7 I ketut Oka Setiawan, Op.Cit, hlm.61. 
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penting, yang mana kedua belah pihak tersebut haruslah mempunyai 
kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak boleh mendapat suatu 
tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan 
kehendaknya. Dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyebutkan bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan 
karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” 
Artinya apabila seseorang melakukan suatu perjanjian karena adanya suatu 
kekhilafan (dwaling), paksaan dan penipuan. Maka perjanjian tersebut 
dapat dibatalkan.  
Kekhilafan (dwaling), apabila menyangkut hal-hal yang pokok dari 
apa yang dijanjikan itu. Kekhilafan terbagi menjadi dua yaitu kekhilafan 
mengenai orangnya yang dinamakan dengan error in persona dan 
kekhilafan mengenai barangnya yang dinamakan error in substantia. 
Paksaan, dalam hal ini haruslah berupa paksaan rohani atau paksaan 
bukan fisik. Misalnya akan mengancam atau menakut-nakuti akan dibuka 
rahasianya.  
Kemudian, penipuan atau bedrog yang mana sesuai dengan Pasal 
1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 
merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan 
apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, 
adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak 
yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak 
dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak 
dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. 
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Jadi, perjanjian tidak akan sah apabila satu pihak dengan sengaja 
memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar yang disertai dengan 
tipu muslihat untuk membujuk pihak lain agar memberikan perizinannya. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 
perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran 
dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan sesuatu perbuatan tertentu.8 
Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “setiap 
orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh 
undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” Undang-undang yang 
dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang diantaranya yaitu orang-orang yang belum 
dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang 
perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada 
umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 
membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 
Jika salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata 
tidak cakap berbuat, maka konsekuensi yuridisnya adalah sebagai berikut:9 
                                                     
8 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung :Alumni), 
2004, hal. 208. 
9 Munir Fuady, Op.Cit., hlm.196. 
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1) Jika perjanjian tersebut dibuat oleh anak di bawah umur (belum 
dewasa), maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak 
anak yang belum dewasa tersebut. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah 
dewasa jika: 
a) Sudah genap berumur 21 tahun; 
b) Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; dan 
c) Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 
berumur 21 tahun. 
Akan tetapi dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak yang belum 
dewasa itu adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan. 
2) Jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada dibawah pengampuan, 
maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari orang yang berada 
di bawah pengampuan tersebut, dengan alasan semata-mata karena 
keberadaannya di bawah pengampuan. Dalam Pasal 433 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 
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Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan 
dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah 
pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap 
mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga 
ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. 
Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan adalah sebagai 
berikut:10 
a) Orang yang dungu (onnoozelheid); 
b) Orang gila; 
c) Orang yang mata gelap (razemij); 
d) Orang yang boros; dan 
e) Orang yang sakit ingatan, meskipun kadang-kadang dia waras. 
Sebab mengapa orang yang berada di bawah pengampuan tidak 
dapat melakukan suatu perjanjian adalah karena yang bersangkutan 
tidak mamou menjalani tanggung jawabnya dan oleh karena itu tidak 
cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. 
Apabila orang-orang yang belum dewasa dan mereka diletakan di 
bawah pengampuan melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat 
perjanjian), menurut hukum haruslah diwakili oleh orang tua atau 
walinya.11  
                                                     
10 Munir Fuady, Op.Cit., hlm.198. 
11 I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., hlm 64. 
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3) Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka 
perjanjian tersebut akan batal sekadar perjanjian tersebut dibuat dengan 
melampaui kekuasaannya. Istri yang bersuami dimasukkan kedalam 
orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena 
pertimbangannya bahwa hanya diperlukan satu nahkoda untuk sebuah 
kapal. Dan didalam suatu rumah tangga, sang nahkodanya adalah suami 
sebagai kepala rumah tangga. 
Namun, dewasa ini, ketentuan bahwa istri yang bersuami berada dalam 
keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dianggap tidak 
berlaku lagi, karena beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut:12 
a) Pengaruh dari perkembangan emansipasi wanita yang menurut 
kesetaraan gender. 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memaksudan 
ketidakcakapan istri dalam berbuat tindakan hukum adalah khusus 
dalam bidang hukum harta kekayaan saja. Jadi, istri yang bersuami 
tetap dianggap cakap melakukan tindakan hukum. 
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
memandang istri yang bersuamu tetap cakap melakukan perbuatan 
hukum, dimana antara istri dan suami mempunyai kedudukan yang 
seimbang dan masing-masing dianggap cakap mengurus tindakan 
                                                     
12 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 199. 
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hukumnya masing-masing, meskipun ada penyebutan bahwa suami 
adalah kepala keluarga, dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga. 
d) Ada Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor 3 Tahun 1963 
yang menyatakan bahwa istri yang bersuami tetap dianggap cakap 
melakukan perbuatan hukum, dengan mencabut Pasal 108 dan 110 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
e) Dalam praktik sehari-hari, sudah menjadi hukum kebiasaan bahwa 
seperti juga suaminya, maka istri yang bersuami juga tetap dianggap 
cakap membuat perjanjian atas barang-barang yang dikuasai 
dan/atau dimilikinya. 
f) Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang oleh 
undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka 
dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali jika 
ditentukan lain oleh undang-undang.  
Yang termasuk kedalam golongan orang-orang tersebut adalah sebagai 
berikut:13 
a) Antara istri dan suami yang prinsipnya tidak boleh melakukan 
perjanjian jual beli. Hal ini sesuai dengan pasal 1467 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. 
                                                     
13 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.200  
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b) Pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya 
sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau 
dihadapan mereka. 
4) Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap berbuat 
tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam 
perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada 
keadaan sebelum perjanjian itu dibuat, jadi perjanjian dianggap 
seolah-olah tidak pernah ada. 
c. Suatu hal tertentu. 
Hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian, baik berupa 
barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Hal tertentu ini dalam 
perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau 
tenaga dan tidak berbuat sesuatu.  
Berbeda dari hal di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu 
dapat berupa: 
a. Menyerahkan atau memberikan sesuatu;  
b. Berbuat sesuatu; dan  
c. Tidak berbuat sesuatu.  
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat 
dipergunakan bebagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, 
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atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan tentang hal tertentu yang 
berupa tidak berbuat suatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian.14 
d. Suatu sebab yang halal. 
Pengertian dari suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya 
perjanjian adalah perjanjian harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya 
dan dianggap sah oleh Undang-Undang. 15 
Sebab (causa) yang dianggap tidak sah, bilamana dilarang oleh 
Undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan 
bertentangan dengan kesusilaan. Bila suatu perjanjian tidak ada sebabnya 
ataupun karena sebab palsu, akan berakibat perjanjian tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum. Jadi sesuatu perjanjian yang bertentangan 
dengan tiga hal tersebut adalah tidak sah.  
Apabila dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian 
tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum 
bagi para pihak yang membuatnya.16 
 
 
                                                     
14 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 
2010, hlm. 30    
15 Arief Masdoeki dan M.H. Tirtamidjaja, Asas dan Dasar Hukum Perdata, Djambatan, 
Jakarta, 1963, hlm.131   
16 Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2009, 
hlm.1   
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3. Subjek dan Objek Perjanjian. 
a. Subjek Perjanjian. 
Dalam setiap perjanjian ada dua macam subjek perjanjian, yaitu 
yang pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat 
beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu 
badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu. 
Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk 
dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu, harus sudah 
dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau 
diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.17 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan 3 
golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu: 
1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya. 
3. Pihak ketiga. 
Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan 
perjanjian itu. Asas ini merupakan asas kepribadian (Pasal 1315 jo. 1340 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).  
 
 
                                                     
17Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm.13  
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b. Objek Perjanjian 
Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 
bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi 
pokok perjanjian”. Barang yang diperdangankan ini mengandung arti luas, 
karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh 
mata, seperti tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak 
tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi 
kesehatan, jasa konsultasi hukum dan sebagainya. Dengan demikian, 
objek dari perjanjian adalah barang dan jasa.18 
4. Asas-Asas Perjanjian 
Asas-asas yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam membuat 
suatu perjanjian antara lain: 
a. Asas konsensualisme. 
Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas 
“konsensualisme” yang menentukan “ada”-nya perjanjian (raison d’etre, 
het bestaanwaarde).19 Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak 
untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan 
(vertrouwen) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas 
                                                     
18 I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P., Op.Cit, h.33   
19 Mariam Darus Badrulzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2001, hlm.82. 
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kepercayaan (vertrouwenleer) merupakan nilai etis yang bersumber pada 
moral.20 
Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas 
kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam 
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sedasar 
dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa asas konsensualisme 
terdapat dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.21 Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan 
perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. 
b. Asas Pacta Sunt Servanda (Kekuatan Mengikat) 
Asas Pacta Sunt Servanda, berhubungan dengan akibat perjanjian. 
Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara 
sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Artinya, para pihak harus mentaati dan melaksanakan kewajiban-
kewajiban (prestasi) dalam perjanjian, sebagaimana mereka mentaati 
undang-undang. 
c. Asas kebebasan berkontrak. 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem 
terbuka, artinya memberi keleluasan kepada para pihak untuk mengatur 
                                                     
20 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1991, hlm. 43-44. 
21 Ibid., hal. 37. 
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sendiri pola hubungan hukumnya.22 Sistem terbuka Buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata ini tercermin dari substansi Pasal 1338 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya”, itu dimaksudkan untuk menyatakan 
tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu 
undang-undang. 
Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa setiap orang 
bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan 
siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan 
bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.23 
Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut 
hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:24 
1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapaia ingin membuat 
perjanjian. 
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian 
yang akan dibuatnya. 
                                                     
22 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 109. 
23 Ibid., hlm.110. 
24 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, 
hlm. 47. 
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4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 
6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).  
Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan 
berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah berdiri dalam 
kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan 
padu dengan ketentuan lain terkait.25 Apabila mengacu rumusan Pasal 
1338 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibingkai oleh 
pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian/kontrak 
(vide Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 ayat (1) serta 1339 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata), maka penerapan asas kebebasan berkontrak 
ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti 
kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian dengan memerhatikan 
hal-hal yakni sebagai berikut:26 
1) Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.; 
2) Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus ada mempunyai 
kausa; 
                                                     
25 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit, hlm. 111. 
26 Ibid., hlm.118. 
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3) Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang; 
4) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan 
ketertiban umum; 
5) harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
d. Asas Kepercayaan 
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian, bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi yang 
diadakan di antara mereka di belakang hari. 
e. Asas Persamaan Hukum 
Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang 
mengadakan pejanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang 
sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, 
walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras. 
f. Asas Kepatutan 
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi 
perjanjian. 
g. Asas Kepribadian 
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk 
kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 
1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata menyatakan : “Pada umumnya seseorang tidak 
dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. 
Maksud dari Pasal ini adalah bahwa setiap orang atau subjek hukum 
lainnya dalam melakukan atau membuat perikatan ataupun perjanjian 
adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Perjanjian hanya berlaku 
antara para pihak yang membuatnya”. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. 
 
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian 
Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya 
perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya 
yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual 
beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan menganai pembayaran 
menjadi hapus, sedangkan persetujuan belum, karena perikatan mengenai 
penyerahan barang belum terlaksana. 
Berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
berakhirnya atau hapusnya perjanjian karena hal-hal sebagai berikut:27 
a. Pembayaran; 
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 
penitipan; 
c. Pembaruan utang; 
                                                     
27 R. Setiawan, Op.Cit, hlm.107. 
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d. Perjumpaan utang atau kompensasi; 
e. Pencampuran utang; 
f. Pembebasan utang; 
g. Musnahnya barang yang terutang; 
h. Kebatalan dan pembatalan; 
i. Berlakunya syarat batal; 
j. Kadaluwarsa 
Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah 
tercapai. Dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya 
atau prestasinya sebagaimana dikhendaki mereka bersama. Perjanjian dapat 
hapus karena:28 
a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah 
memenuhi kewajibannya atau prestasinya. 
b. Perjanjian hapus karena adanya putusan hakim. 
c. Salah satu pihak mengekhiri dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan 
setempat terutama dalam hal jangka waktu pengakhiran. 
d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang 
berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu 
pihak perjanjian akan hapus. 
                                                     
28 Ibid., hlm.70.  
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e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang ditentukan bersama. 
f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan Undang-
Undang. 
B. Tinjauan Umum Mengenai Sewa Menyewa 
1. Pengertian Sewa Menyewa 
Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan 
bahwa: 
sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 
lainnya kenikmatan dari suatu barang,  selama waktu tertentu dan 
dengan pembayaran suatu barang, selama waktu tertentu dan 
dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan 
itu disanggupi pembayarannya. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berati pemakian sesuatu 
dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan 
membayar uang sewa.29 
Menurut Wiryono Projodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu 
penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan 
memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa 
oleh pemakai kepada pemilik.30 
Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan 
                                                     
29 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 833  
30 Wiryono Projodikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Alumni, 
Bandung, h. 190  
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menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk 
dinikmati sepenuhnya.31 
Sebagaimana halnya dengan perjanjian jual-beli dan perjanjian-
perjanjian lainnya, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, 
artinya perjanjian itu telah sah dan mengikat para pihak setelah mereka 
mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga.  Dengan 
demikian menjadi kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya, 
sedangkan pihak yang lain membayar harga. 
Dalam hal sewa-menyewa, barang yang disewakan bukan untuk 
dimiliki melainkan untuk dinikmati kegunaannya. Oleh karena itu, 
penyerahan barang dari satu pihak kepada pihak lain itu hanya bersifat 
penyerahan kekuasaan terhadap barang yang disewanya itu. Namun, lain 
halnya bila seseorang diserahi barang untuk dipakai tanpa wajib bayar, maka 
yang terjadi bukan sewa-menyewa, melainkan pinjam pakai.  
Dalam sewa-menyewa, sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa 
lama barang itu akan disewakan asalkan disetujui berapa harga sewanya 
untuk satu jam, satu hari, satu tahun dan sebagainya.  
“Waktu tertentu” ada yang menafsirkan bahwa maksud pembuat 
undang-undang memang menafsirkan pada perjanjian sewa-menyewa 
tentang waktu sewa ditentukan, misalnya untuk sepuluh bulan, untuk lima 
tahun, dan sebagainya. Menurut Subekti (1989:90), tafsiran seperti itu adalah 
                                                     
31 M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 220  
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tepat karena ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 1579 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi “pihak yang menyewakan tidak dapat 
menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang 
yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.” 
Maksud dari Pasal 1579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini 
adalah bahwa sudah selayaknya seseorang yang sudah menyewakan 
barangnya, misalnya untuk lima tahun, tidak diperbolehkan menghentikan 
sewanya kalau waktu tertentu (dalam hal ini lima tahun) belum lewat, dengan 
alasan bahwa ia hendak memakai sendiri barang yang disewakan itu. 
Sebaliknya, jika ada orang yang menyewakan barang tidak menetapkan 
waktu tertentu, sudah tentu ia berhak untuk menghentikan sewa setiap waktu, 
asalkan memberitahukan jauh sebelumnya tentang pengakhiran sewa dengan 
kebiasaan setempat.32 
2. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa dan Pihak yang Menyewakan 
Dalam perjanjian sewa-menyewa adapun subyek dan obyek, adapun 
subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan  
adanya pihak yang menyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari 
perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang 
menjadi obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 
umum, dan kesusilaan.  
                                                     
32 I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit, hlm.180.  
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Yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang 
menyewakan dan pih ak yang menyewa, menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, adalah sebagai berikut :  
a. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan  
Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah 
menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi 
kewajiban bagi pihak yang mnye wakan dalam perjanjian sewa menyewa 
tersebut, yaitu:  
1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);  
2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat 
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata);  
3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang 
disewakan (Pasal 1550 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata);  
4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata);  
5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata).  
b. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa  
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Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima 
barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi 
kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, 
yaitu:  
1) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan - akan 
kepunyaan sendiri;  
2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).33  
Dari ketentuan diatas cukuplah jelas bahwa para kedua pihak tersebut 
memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi s esuai dengan perjanjian 
yang mereka sepakati.  
3. Mengulang-sewakan. 
Pasal 1559 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata menyebutkan 
bahwa “bagi penyewa jika kepadanya tidak telah diijinkan sebelumnya dalam 
perjanjian, dilarang mengulang-sewakan apa yang disewanya maupun 
melepaskan sewanya kepada orang lain. Perbedaan antara “mengulang-se 
wakan” dengan “melepaskan sewanya” kepada orang lain maksudnya adalah 
dalam hal mengulang-sewakan, penyewa bertindak sendiri sebagai pihak 
dalam suatu perjanjian sewa menyewa kedua yang diadakan olehnya dengan 
seorang pihak ketiga, sedangkan dalam hal “melepaskan sewanya”, pihak 
                                                     
33 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2010, hlm. 61-62.  
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penyewa mengundurkan diri sebagai penyewa dan menyuruh seorang pihak 
ketiga untuk menggantikan dirinya sebagai sebagai penyewa sehingga pihak 
ketiga tersebut berhadapan sendiri dengan pihak pemilik atau yang 
menyewakan.34 
Jika si penyewa sampai berbuat apa yang dilarang itu, maka pihak yang 
menyewakan dapat minta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai 
pembayaran kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah 
dilakukannya pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang-
sewa dengan orang ketiga tersebut. 
Dengan demikian, mengulangsewakan dan melepaskan sewanya 
kepada orang lain dilarang, kecuali kalau hal-hal itu diperjanjikan, tetapi 
kalau menyewakan sebagian dari sebuah rumah tempat tinggal yang disewa 
adalah diperbolehkan, kecuali kalau hal itu telah dilarang dalam perjanjian-
sewanya.35 
4. Sewa Tertulis dan Sewa Lisan. 
Meskipun sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun 
oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara 
sewa yang dilakukan secara tertulis dan sewa yang dilakukan secara lisan. 
Jika sewa-menyewa dilakukan secara tertulis, maka sewa itu berakhir 
demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa 
diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. 
                                                     
34 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm.46. 
35 Subekti, Op.Cit, hlm 47. 
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Sebaliknya, kalau sewa-menyewa itu dibuat secara lisan, maka sewa itu 
tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang 
menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak 
menghentikan sewanya, pemberitahuan tersebut hendaknya mengindahkan 
jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada 
pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang 
untuk waktu yang sama. 
Perihal sewa tertulis itu diatur dalam Pasal 1570 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan perihal sewa yang tidak tertulis (lisan) diatur dalam Pasal 
1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.36 
 
5. Sewa Menyewa Rumah Negara 
Rumah negara atau yang umum disebutkan oleh masyarakat Indonesia 
sebagai rumah dinas berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 
40 Tahun 1994 merupakan “bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 
menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri”.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, rumah negara dibangun dan disediakan oleh 
pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat maupun pemerintah di tingkat 
daerah. 
                                                     
36 Ibid., hlm.47. 
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Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara disebutkan bahwa “Penghunian Rumah Negara hanya dapat 
diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri”. 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara 
yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 tentang 
Rumah Negara membagi 3 (tiga) golongan rumah negara, yaitu: 
a. Rumah Negara Golongan I 
Rumah negara golongan I adalah rumah negara yang diperuntukan bagi 
pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat 
ditempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas 
selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu 
tersebut. 
b. Rumah Negara Golongan II 
Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai 
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya 
disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti 
atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara. 
c. Rumah Negara Golongan III 
Rumah negara golongan III adlaah rumah negara yang tidak termasuk 
golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. 
Penentuan golongan rumah negara ini ditentukan langsung oleh 
pimpinan instansi yang bersangkutan. Kemudian, dalam penghunian rumah 
negara harus memiliki SIP atau Surat Izin Penghunian. Hal ini sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994, yang telah 
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah 
Negara yakni: 
(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin 
Penghunian. 
(2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang 
bersangkutan. 
(3) Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah 
Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima. 
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
 
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, yang diubah 
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara 
menetapkan kewajiban dan larangan bagi penghumi rumah negara, yaitu:  
a. Penghuni rumah negara wajib: 
1) Membayar sewa rumah; 
2) Memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya. 
b. Penghuni rumah negara dilarang: 
1) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain; 
2) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah; 





C. Perbuatan Melawan Hukum 
1. Konsepsi dan Makna Perbuatan Melawan Hukum 
Pada dasarnya tidak ada ketentuan mengenai perbuatan melawan 
hukum, akan tetapi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
terjemahan Prof.R.Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan yaitu “tiap perbuatan 
melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut.” 
Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan 
hukum, yaitu sebagai berikut:37 
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 
maupun kelalaian). 
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 
Ketiga kategori perbuatan melawan hukum tersebut memiliki model 
pertanggungjawaban hukum yang berbeda, misalnya: 
1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
                                                     
37 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.3  
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2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 
ditemukan dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919, perbuatan melawan 
hukum tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan 
dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam 
undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan 
sebagai melawan undang-undang.38 Namun, setelah tahun 1919, perbuatan 
melawan hukum ini ditafsirkan bukan hanya melanggar atau bertentangan 
dengan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hukum yang tidak tertulis 
berupa norma kesusilaan dan norma kepatutan. 
2. Unsur-Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum 
Dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 
syarat-syarat dan unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya Suatu Perbuatan. 
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si 
pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini 
dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat 
                                                     
38 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Putra Abardin, 1999, hlm.76.  
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sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia 
mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul 
dari hukum yang berlaku. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, 
tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada unsur “kausa 
yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.39 
2. Perbuatan Melawan Hukum. 
Menurut Standard Arrest 1919, berbuat sesuatu atau tidak berbuat 
sesuatu dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, jika: 
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 
b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. 
Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak 
subyektif orang lain. menurut Meijiers dalam bukunya “Algemene 
Begrippen” mengemukakan bahwa ciri dari hak subyektif adalah suatu 
wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk 
digunakan bagi kepentingannya.  
Berikut adalah hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi, yaitu: 
1) Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik. 
2) Hak-hak atas harta kekayaan, seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak 
mutlak lainnya. 
                                                     
39 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.254.  
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c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. 
Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada 
hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
d. Bertentangan dengan kesusilaan. 
Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang ada dalam kehidupan 
masyarakat yang diakui sebagai norma-norma hukum. 
e. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat 
terhadap diri atau barang orang lain. 
Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan kepatutan, apabila: 
1) Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain. 
2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap 
orang lain, yang menurut manusia yang normal tersebut harus 
diperhatikan. 
3. Kesalahan. 
Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara 
objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu, manusia yang 
normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini 
akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara 
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subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki 
dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.40 
4. Kerugian. 
Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan 
berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat 
dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya 
mengenal kerugian materiil, dalam perbuatan melawan hukum kerugian dapat 
berupa kerugian matriil dan immateriil.41  Yang dimaksud sebagai kerugian 
materiil adalah kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang 
diharapkan. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang berupa 
pengurangan kesenangan hidup, rasa takut, luka atau cacat anggota tubuh, 
penghinaan, dan lain-lain. 
Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum42: 
a. Dapat berupa uang (dapat berupa uang pemaksa); 
b. Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa); 
c. Larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang 
pemaksa); 
d. Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat 
melawan hukum. 
                                                     
40 Ibid., hlm.84. 
41 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.13. 
42 Purwahid Patrik, Op.Cit, hlm.84. 
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5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian 
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian 
yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. 
artinya, kerugian itu harus timbul sebagai akibat perbuatan orang yang 
merupakan perbuatan melawan hukum tersebut.  
Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori 
hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara 
faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang 
secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya 
kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian 
(hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum 
tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut 
dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”. 
Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian 
hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-
kira” (proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling 
membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum 
tentang perbuatan melawan hukum. kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini 





3. Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum. 
Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya 
kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang 
dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. 
Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal 
oleh hukum adalah sebagai berikut:43 
a. Ganti rugi nominal 
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan 
yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian 
yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah 
uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa 
sebenarnya kerugian tersebut. 
b. Ganti rugi kompensasi 
Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran 
kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami 
oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. karena itu, ganti 
rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi 
atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan 
keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasik penderitaan mental 
seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. 
 
 
                                                     
43 Ibid., hlm.134. 
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c. Ganti rugi penghukuman 
Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar 
yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah 
ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti 
rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan 
yang berat. 
D. Tinjauan Umum mengenai Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik. 
 Pemilik rumah dapat berupa perseorangan warga negara Indonesia, orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, 
Yayasan, Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan 
Otorita, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Keagamaan, dan Badan Sosial. 
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, penghunian rumah oleh bukan pemilik 
rumah dengan cara sewa menyewa dan dengan cara bukan sewa menyewa diatur 
dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman, yaitu:44 
(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada 
persetujuan atau izin dari pemilik. 
(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan 
baik dengan cara sewa menyewa maupun dengan cara bukan 
sewa menyewa. 
(3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dengan cara menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, 
                                                     
44 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.313. 
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sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sea menyewa 
dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis. 
(4) Pihak penyewa wajib mentaati berakhirnya batas waktu sesuai 
dengan perjanjian tertulis. 
(5) Dalam hal penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak 
bersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan batas 
waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian 
dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik rumah dapat 
meminta bantuan instansi pemerintah yang berwenang untuk 
menertibkannya. 
(6) Sewa menyewa dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis 
tanpa batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya 
undang-undang ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 
(tiga) tahun setelah berlakunya undang-undang ini. 
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (7) tersebut adalah 
Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh 
Bukan Pemilik.  
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian 
Rumah oleh Bukan Pemilik menyatakan bahwa: 
(1) Penghuni rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada 
persetujuan atau izin pemilik. 
(2) Penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 
dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa 
menyewa. 
 
Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya adalah penggunaan, 
penghunian, dan pemakaian rumah oleh yang bukan pemiliknya. Dalam 
penghunian rumah ini, seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai hak 
untuk menikmati atau menempati rumah untuk jangka waktu tertentu yang 
disepakati oleh pemilik rumah dan pihak lain. Penghunian rumah ini dapat 
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dengan pembayaran sejumlah uang sebagai uang sewa, atau tanpa 
pembayaran sejumlah uang. 
Menurut Urip Santoso dalam bukunya Hukum Perumahan, Pengertian 
sah dalam penghunian rumah oleh bukan pemilik rumah adalah persetujuan 
atau izin dari pemilik rumah. Persetujuan atau izin tersebut merupakan 
perkenan bahwa pemilik rumah memperbolehkan rumahnya dihuni oleh 
orang lain. Dengan demikian, seseorang dilarang menghuni rumah orang lain 
tanpa persetujuan atau izin dari pemilik rumah. 
 
 
 
 
